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ABSTRAK

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin
mencapai tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan tidak merata
di seluruh wilayah. Oleh karena itu terjadi kesenjangan pendidikan antara daerah
kota dan daerah pinggiran. Sekolah filial atau kelas jauh merupakan salah satu
solusi dari permasalahan tersebut. Sekolah filial atau kelas jauh merupakan kelas
yang dibuka diluar sekolah induk diperuntukkan untuk siswa-siswi yang tidak
tertampung di sekolah tersebut baik karena keterbatasan kursi (ruangkelas) atau
jarak tempat tinggal yang jauh.Penelitian ini membahas perizinan sekolah filial
oleh Dinas Pendidikan di Kota Padang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah
1.Bagaimana proses pengurusan perizinan sekolah filial oleh Dinas Pendidikan di
Kota Padang. 2. Bagaimana pegawasan terhadap perizinan sekolah filial oleh
Dinas Pendidikan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empiris (sosiologis). Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, studi dokumen dan analisis
secara kualitatif. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan sekolah filial dibentuk
karena permintaan masyarakat sekitar yang meminta dinas pendidikan agar
mendirikan sebuah sekolah. Dinas pendidikan membuat izin operasional kepada
sekolah yang bersedia membentuk sekolah filial. Dalam hal ini penulis
memfokuskan penelitian pada SMKN 3 dan SMPN 13 Padang filial sebagai studi
kasus. Dalam hal pengawasan dilakukan rutin oleh bidang fungsional pengawas.
Adapun dari hasil penelitian ini penulis menyarankan perlu adanya peraturan yang
jelas sebagai standar operasional bagi sekolah filial untuk melakukan proses
perizinan. Harus ada inisiatif lebih dari Dinas Pendidikan untuk pendirian sekolah
filial ini. Untuk hal pengawasan penulis menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi
agar tidak terlantarnya proses belajar mengajar di sekolah filial.
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